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ABSTRAK
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi. Sedangkan upaya untuk mengatasi dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak secara rinci mengenai diversi. 
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ABSTRACT
. The concept of diversion is the transfer of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice. The application of the concept of diversion influences the role of the prosecutor in carrying out his duties. Prosecutors are functional officials authorized by law to prosecute. The formulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 year 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the level of investigation, prosecution and examination of child cases in the district court must be attempted diversion.
This study used a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The type of data used in this study was secondary data. The conclusions obtained from the results of this study are the role of prosecutors in diversion as mediators and facilitators who ensure that law enforcement can still be carried out without neglecting the protection of child offenders. Obstacles in the implementation of diversion include lack of understanding from the relevant parties regarding understanding and the purpose of diversion. On the other hand, the efforts to overcome are carried out by giving understanding to family and children in detail regarding diversion. 
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